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--- -------------- 

b. bahwa berdasarkan pertimbanga 
sebagaimana .dimakeud dalam huruf 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentar 
Pajak Penerangan Jalan; 

1enimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf 
Undang-Undang "Nomor 28 Tahun 20( 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerai 
Pajak Penerangan Jalan merupakan sale 
satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

' . PERATURAN DAEP-AH KABUPATEN. BUTON TENGAH 

NdMOR 8 TAHUN 2016 

~ BUPATI BTJTON TENG AH 
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2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 200~ 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negarc 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 
Tambahan Lernbaran .. Negara Republil 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan1 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negari 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 
Tambahan Lernbaran Negara Republil 
Indonesia Nomor 4437), sebagairnana tela} 
diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang 
Un<lang Nomor - 12 Tahun · 2008 tentan1 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undx-j, 
Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahgj 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesi: 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarai 
Negara. ~epublik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun. 2004 tentan1 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintal 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarai 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 
126, Tambahan Lembaran Negara Republil 
Indonesia Nomor 4438); 

~ . ~- 

. : ] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

· Nomor 76, · Tambahan Lernbaran · Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
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5. Unda.ng-Undang Nemer 30 Tahun 20·09 tentang · 
Ketenagalistrikan (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lcmbaran Negara ·Republlk lndonessia Nomor 
5052); · . 

6. Undang-Undang Noµ10~/~3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587}, .sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

· Nornor 9 Tahun 20 is· tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
$679); 

7. Peraturan. Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 
·tentang .. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik · Indonesia Namer 3395), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahuri 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10. Tahun 1989 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 56,. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4628); 

~-; ... 

3 

... 

·~ 

·,1 

. ·~-. 



.. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2005) tentang )'a~ Naskah Dinas Di 
Lingkungan PemerintahDaerah; . . 

11. Peraturan daerah Nomor: i Tahun 2015 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, 'Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia r·omor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
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5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah 
· Kabupaten Buton Tengah . .. 

yang 
Dewan 
Bu ton 

Daerah, 
adalah 

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
Dewan Perwakilan Rakyat 
selanjutnya disebut DPRD 
Perwakilan Rakyat . Daerah Kabupaten 
Tengah. 

.. 4. 

-BAB I 
IQ,""TENTVAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daeran ini, yang dirnaksud dengan: 

1. . Daerah adalah Kabupaten Bu ton Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah · Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 
Daerah. 

PERATURP.N DAERAH TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN. 

lenetapkan 

BUPATI EUTON TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

.··; ... 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

Dan 
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"! 9. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut 
Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 
sumber lain. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
yang dapat. dikenakan Pajak. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pernbayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan . ketentuan. 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . 

.··,·· 

6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tu~as 
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. 

7. Badan adalah sekurnpulan orang dan/ at.au modal 
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan U saha Milik Negara atau 
Daerah dengan narna atau dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkurnpulan, ·yayasan, organisasi 
masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang. 
sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap dan bentuk 
badan lainnya. 

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 
Daerab. yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat mernaksa berdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakrnuran rakyat. 

I 

.. 
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12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 
(satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghirung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang teru~g. 

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
[satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
·tahun kalender. 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan -~aerah. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau ·pembayaran pajak, objek 
pajak dan/ a tau bukan objek pajak, dan/ a tau harta 
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah bukti pernbayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir a tau telah dilakukan den gar. 
cara lain ke kas daerah melalui tempa1 
pembayaran yang ditunjuk olehBupati . 

' 
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18. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlab 
pokok pajak, • jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar 
Tarnbahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jurnlah pajak y~g telah ditetapkan. 

- -- . 
20. Surat Ketetapan Pajak -··:-:naerah Nihil, . yang 

selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

21. Surat. Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat S¥..PDLB, adalah surat . 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
oesar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak teru tang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk tnelakukan 
tagihan pajak dan/ atau. sanksi administratif berupa 
bunga dan/ atau denda. 

23. Surat Keputusan Peinbetulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan dalam 

,. penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang 

... 



terdupat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan · Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pernbetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, 

_ 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
· ·· atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan · Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah- Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pernotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 
'data clan infonnasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

27. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan rnengolah data, keterangan, 
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif . 
dan · profesional berdasarkan suatu standar 
perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

,. 

... 



instansi. a. penggunaan teriaga listrik oleh 
Pernerintah dan Pemerintah Daerah; 

BAB II 
. . 

~ NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 
Pasal2 

Dengan nama Pajak penerangan jalan dipungut pajak 
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri rnaupun diperoleh dari sumber lain. 

Pasal 3 

.: (.1) Objek Pajak Penerangan -Jalan adalah penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
yang diperoleh dari sumber lain; 

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) rneliputi seluruh pembangkit 
listrik. 

· {3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana 
dirnaksud pad a_ ayat ( l) adalah: 

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Penyiclikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah adalah · serangkaian tindakan yang 
dilakukan 'oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

10 
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BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARil?; DAN CARA 
PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga 

Listrik. 

(2) Nila.i .Jual Tenaga Listrik sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) ditetapkan: 

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber 
lain dengan pernbayaran, Nilai Jual Tenaga 
Listrik adalah jumlah tagihan biaya beba.n/tetap 
ditambah dengan biaya pernakaian kWh/variabel 
yang ditagihkan dal~- rekening listrik; 

,;\.· 
·, 

Pasal 4 
( 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan 

yang dapat menggunakan tenaga listrik. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan tenaga listrik. 

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber 
lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik. 

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat 
yang digunakan oleh- . kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing dengarr asas timbal balik; dan 

-'.!,' 

c. penggunaan tenaga listrik yang clihasilkan 
sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak 
memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 



• 

Pasal 7 
Bes~an Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 

. dimaksud dalam Pasal 5 . 

Pasal 6 
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut: 
a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain: 

L untuk umum sebesar 10% (sepuluh persen); 
2. untuk industri, pertarnbangan 

minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga 
persen]. · 

b. Penggunaan tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri sebesar 1 ,5% (satu koma lima 
persen]. 

" 

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai 
Jual Tenaga Listrik, diliitung berdasarkan 
kapasit.as tersedia, tingkat penggunaan listrik, 
jangka waktu pemakaian listrik, dan harga 
satuan listrik yang _berlaku di wilayah Daerah 
yang bersangkutan. 

12 ~~ !·; •. 
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(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Pernungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, 

penetapan, pembayaran, penagihan, pernbukuan, 
pelaporan dan penyitaan.' ; 

(3) Pernungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik 
yang berasal dari sumber lain dilaksanakan olel: 
penyedia tenaga listrik bersama-sama dengar. 
Instansi terkait sesuai . peraturan perundang­ 
undangan. 

(4). Pernungutan Pajak untuk penggunaan tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Instans: 
Terkait sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5)' Tata cara pemungutan Pajak ditetapkan dengar 
Peraturan Bupati . 

.-; .. 

BABV 
. PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

BAB IV 

WIT..AY AH PEMUNGUTAN 

Pasal 8 
Pajak Penerangan . Jalan yang terutang dipungut di 
wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. 

L__ _ 

• 

,, 
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Pasal 12 

Saat Pajak terutang adalah pada saat penggunaan 
tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/ atau saat 

. pembayaran atas penggunaan tenaga listrik dari sumber 
l . • am . 

BAB VI 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 11 
Masa Pajak adalah jangka waktu l lsatu) bulan 
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 
Peraturan Bupati paling lama 3-(tiga) bulan kalender, 

·yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

· Pasal 10 
Penyedia tenaga listrik_ wajib mendaftarkan diri 
dan melaporkan usahanya ke Instansi Terkait. 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Instansi Terkait menerbitkan Surat 
Keputusan sebagai Pernungut Pajak. 
Terhadap instansi yang ditunjuk sebagai penyedia 
tenag2. listrik sebagaimana dimaksud ayat (1), 
apabila tidak mendaftarkan diri dan melaporkan 
usahanya, Kepala Instansi Terkait menerbitkan. 
Surat Keputusa.n sebagai · Pemungut Pajak. 

(4) Bentu~, isi, dokumen, tata cara pendaftaran dan 
pelaporan, dan ::Surat Keputusan sebagai Pernungut 
Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

~:a -~ 
l[! 

(1) 

! (2) 
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{3) 
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BAB VII 

SURATPEMBERITAHUANPAJAKDAERAH 

Pasal 13 
(1) Wajib Pajak wajib mengisi 8_PI'PD. 
(2) SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1), harus 

diisi .dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib 'Pajak atau kuasanya. 

(3} SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (l} 
untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga 
listrik yang dihasilkan sendiri, sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. narna dan alamat lengkap Wajib Pajak; 

b. jenis dan kapasitas pembangkit; 

c. tingkat dan jangka waktu penggunaan listrik 
selama Masa Pajak; 

d. harga satuan listrik; dan 

e. perhitungan besarnya pajak yang terutang. 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) 

untuk Wajib Pajak sebagai penyedia tenaga listrik 
untuk dijual dengan pernbayaran, sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. narna dan alamat lengkap 'Najib Pajak; 
b. jumlah tagihan biaya beban/tetap yang 

dibayar oleh pelanggan; 
c. jumlah tagihan biaya · pemakaian 

kWh/ variabel yang dibayar oleh pelanggan; . ~ 
d. harga satuan listrik; dan 

e. perhitungan besamya pajak yang terutang. 



--------- 
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Pasal 15 
(1) Dalam jangka waktu 5 [lirna] tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: - - 

1_. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati 
dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalarn surat 
teguran;vb 

I l Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan 
, menetapkan pajak terutangnya sendiri · dengan 

rnenggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1). 

.BAB VIII 

PENI!,"I'APAN 

Pasal 14 

SPTPD yang dimaksud pada ayat ( 1), harus 
disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk, paling larnbat 10 (sepuluh) hari setelah 
berakhirnya Masa Pajak; 
Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyarnpaian 
S~PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

lb --5J 

~ 
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(5) 
.··;,, .. 

i (6) c. 

~ 
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3. jika kewajiban mengisi SPI'PD tidak dipenuhi, 
pajak yang terutang dihitung secarajabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru darr/atau 
data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan · penarnbahan jumlah pajak yang 
terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

{2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlarnbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

(Jj .Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b dikenakan sanksi adrninistratif berupa 
kenaikar, sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut, 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dikenakan jika Wajib Pajak . melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalarn SKPDKB 
sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a 
angka 3) dikenakan sanksi adrninistratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen] dari 
pokok pajak ditarnbah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 

l.i 
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• 

(.S) Ketenruan lebih Ianjut mengenai tata cara 
pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan 
penundaan pembayaran . pajak diatur ··dengan 
F'erat~ran Bupati . 

(1) Pembayaran Pajak yang terutangharus dilakukan i sekaligus. · ·· 
i (2) Pajak dilunasi paling 18=1"!11:?~t 15 (lima belas) hari 

kerja setelah saat terutangnya pajak · yang 
i merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak t 
[ . untuk rnelunasi pajaknya. 
: (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan; dan 
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka · 
waktu paling lama 1 (satu) . bulan sejak tanggal 
diterbitkan. · .:; 

'. 
; (4) Bupati atas perrnohonan Wajib Pajak setelah 
f memenuhi -persyaratan yang ditentukan dapat 
i ~ memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
1 mengangsur atau menunda pernbayaran pajak, 

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
.·· .. sebulan. ~ 

BAB IX 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 16 
- ... 

" 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) · bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

. ·'it .. 
~ 



BABX 
TATA CARA PENAGlHAN 

Pasal 18 . 

Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 
-a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pernbayaran sebagai akibat salah tulis clan/ a tau 
salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/ a tau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak · yang terutang dalam 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas} bulan 
sejak' saat terutar.gnya pajak. 

Pasal 17 
Pernbayaran · Pajak yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah atau ternpat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan SSPD. ····· 
Bentuk, jenis, ukuran. dan tatacara pengisian 
SSPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

. ' l ; 
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
adrriinistratif berupa bunga, denda, clan kenaikan 
pajak :yang terutang menurut peraturan 

· perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

- . 
< 

i 

Pasal 20 
i 
l 
i 
f (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 

· (. jabatannya, Bupati dapat mernbetulkan SKPDKB·,· · 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/ atau kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan f penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

" . perundang- undangan perpajakan daerah. 
r : (2) Bupati dapat: 

oAB XI 
PEMBETULAN: PEMBATALAN, PENGURANGAN · 

KETEi'APAN; DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

... (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, 
;,,. . SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
i Surat Keputusan Keberatan, . dan Putusan Banding 
I .··,·· yang tidal::. atau .kurang di9ayar oleh Wajib Pajak 
g pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
• (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

.·~;f2'.3:§i;fl~~~ . 
.a..~~~;.:.-:..r:... 

20 



a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDLB; 

d. SKPDN; dan 

. e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah -. 

BAB XII 
KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesa tu Ke beratan 
Pasal 21 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

:.. 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 
. berdasarkan pertimbangan kemarnpuan mernbayar 

V./ a jib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanju~< mengenai tata cara 

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak 
se bagairnana dimaksud pada aya.t 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 



... ; .. 

h 
¥. (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas] bulan, sejak tanggal Surat Keberatan 
diterirna, harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan. 

; (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa 
· menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, at.au 
menarnbah besarnya pajak yang terutang . 

Pasal 22 

(6) Tanda penerimaan aurat keberatan yang diberikan 
· oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda 

pengmman surat keberatan ·, melalui surat P,O~ 
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat · 
keberatan. 

;; 
Ii 
ft a. 
ft ~ 
~ 

l 
~ . 
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i. 
t 
i. 

! 

.;; 
-= (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas. 
Keberatan harus diajukan dalam jangka wak.tu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, 
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat cliajukan apabila Wajib Pajak telah 
rnembayar paling sedikit 75 (tujuh puluh Iima persen). · 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud ·paia ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan, 

'! (3) ,_ - ii 
! 
i .. 
;;; 
;;. 

. '!:!:~"""'"-·--- . 
·~. 
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{l) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pernbayaran · pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 

_ untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
(2) lmbalan bunga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKPDLB. 

Pasal 24 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan 
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada 
.. ayat (1) diajukan secara tertuHs dalam . bahasa 

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan . sejak keputusan "diterima, 
dilarnpiri salinan dari surat keputusan keberatan 
terse but. 

Bagian Kedua Banding 
Pasal 23 

W ajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
banding hanya kepada Pengadilan Pajak. terhadap . 
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan 
oleh Bupati, · 

-~- 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) telah J.ewat dan Bupati tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan, 

. (3) 

' ' i· 
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) . telah dilamp~.W.::,, dan Bupati tidak 
rnemberikan suatu keputuean, permohonan 

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan.- 

; 
(2) 

; 
t.. 
• 
; 
G 
! 

l: (3) 

(1} Atas kelebihan pernbayaran Pajak, Wajib Pajak 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 

· Bupati. 

Pasal ~5 

BAB XIII 

D~lam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

~- persen) dar~ jumlah pajak be~dasarkan kep~tusan 
:~·-, keberatan dikurangi den.gan pajak yang telah dibayar 
,- . sebelum mengajukan keberatan. 
:__ {4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
-~ banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
.;; .··1·· 

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud 
-'11; pada ayat (3) tidak dikenakan. · .. 
~ 
i& j (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau · 
i d1kabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
I administratif berupa denda sebesar 100% (seratus j persen) dari .jumlah pajak berdasarkan Putusan I Banding dikurangi dengan . pembayaran pajak yang 

~ telah dibayar se1?elum mengaiukan keberatan. 
-~ 
1i 
i 
i 
I 
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BAB XIV 

KEDALUWARSA 

Pasal 26 

( l) Hak untuk rnelakukan penagihan Pajak menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila: 

• 
~- 
e .. 

. -: ~· 
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pengembalian pernbayaran Pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lamaI (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak 
lainnya, kelebihan · pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan .. 
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak 
sebagaimar.a dimaksud pada :;_:ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling 'Iama 2 {dua) bulan sejak . 
diterbitkannya SKPDLB. · 

(6) .Jika :pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
memberikan . imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran Pajak. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati . 

_ .... 
. ·1- ;~ 

•• ...... 



r. (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 
~ karena · hak un tuk melakukan penagihan sudah 
~ kedaluwarsa dapat dihapuskan. ~ 

n (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Pajak yang sudah kedaluwarsa se bagaimana 
dirnaksud pada ayat (l}. 

· (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 27 

~ 
;:::i ·• t (3) 

a tau 
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat 
Paksa sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) huruf 
a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
p~nyarripaian Surat Paksa tersebut . 

• (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung 
I sebagairnana dimaksud . pada ayat (2) huruf b 
\ adalah Wajib Pajak _dengan kesadarannya 
a menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan I belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
I! (5) Pengakuan utang secara tidak langsung 
~ sebagairnana dimaksud pada, .ayat (2) huruf b dapat 
i: diketahui dari pengajuan :::·:perrnohonan angsuran 
i atau penundaan pembayai-an dan permohonan I keberatan oleh Wajib Pajak, . 

.~·- ·· .. ,, 
~ ._: a. diterbitkan Surat Teguran.dan/atau Surat Paksa; 



BAB XVI PEMBUKUAN 
DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 29 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet 

paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan 
pernbukuan atau pencatatan. 

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet 
serta tata cara pembukuan atau pencatatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasi.kan untuk 
penyediaan penerangan jalan di wilayah Daerah . 

(3) Pengalokasian . sebagian . penerimaan Pajak 
.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Penentuan wilayah dan tatacara 'penyediaan 
penerangan jalan sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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-i J . (1) Hasil penerimaan Pajak merupakan pendapatan 
I daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas 
.. Daerah. · 
~ ;; 
:. 

Pasal 28 

- 
PEMANFAATAN 

BAB XV 

"i..7 .. -em.,,;;;·.~ 
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J .... 



!NSENTIF 
PEMUNGUTAN 

Pasal 31 

~ ( 1) lnstansi yang mela.ksanakan pernungutan · Pajak 
~ dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
" tertentu. . · · 

i (2) Pemberi~ insentif sebagaimana dirnaksud pada 
: ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
t Belanja Daerah. 
r 
t 
I r • 

BAB X'.'11 

I 
I 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianzgap perlu dan 
memberikan · bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan/ a tau 

c. rnernberikan keterangan yang diperlukan . 

(3). Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara 
perneriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati .. 
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, (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
!'!. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
.i perpajakan d.aerah dalam rangka melaksanakan 
s peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
i (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
;.; a. mernperlihatkan dan/ a tau meminjamkan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya 
dan dokurnen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak yang terutang; 

.•·1·· 

I;~;;\ r I ' 

... Pasal 30 
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··;. Pejabat dan tenaga ahli yang· bertindak · sebagai 
saksi atau saksi ahli dalarn sidang pengadilan; 

b. Pejabat dan/ atau tenaga , ahli yang ditetapkan 
oleh Bupati untuk memberikan keterangan 
kepada pejabat lembaga negara atau instansi 
Pemerintah ya.ng berwenang melakukan 
perneriksaan dalarn bidang keuangan daerah. · 

E 
l 
; 

(3j Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 
(l} dan ayat (2) adalah: 

i (1) Setiap pejabat dilarang _memberit.allukan kepada 

\
• pihak lain segala scsuatu yang diketahui atau 

- diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam .I rangka . jabatan atau pekerjaannya untuk 
i menjalankan ketentuan peraturan perundang- i undangan perpajakan daerah. .. i (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
i berlaku 'juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk ~ I oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan 
I ketentuan 'peraturan perundang-undangan 
; perpajakan daerah. 
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Pasal 32 
KETENTUAN KHUSUS .... -; 

BAB XVIII 

----,,-.-r~--:-----:--~-----~·-····-·- ..... 
;~,-- 29 
~·: ..... 

{ 

-~ · (~) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

. dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XIX 

PE~"YIDIKAN 

Pasal 33 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara · 
Pidana. 

_(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang 
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud _ .Pada ayat (~), agar 
memberikan keterangan, memperlihatkan buk:ti 
tertulis c..ari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk. 

(S] Untuk kepentingan perneriksaan di pengadilan dalarn 
perkara pidana atau perdata, atas permintaan 
hakim sesuai dengan .Hukum Acara Pidana dan 
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin 
tertulis kepada pejabat sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat . (2), untuk . memberikan uan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib 
Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagairnana dimaksud pada ayat 
(5) harus menyebutkan narna tersangka atau nama 
tergugat, keterangan yang diminta, eerta kaitari 
an tara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan ket~~~gan yang diminta. 
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dan dokumen lain 
pidana di bidang 

d. memeriksa buku, catatan, 
berkenaan dengan tindak 
perpajakan Daerah; 

e.- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti terse but: 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah; 

a. menerima, jnencari, mengurnpulkan, dan 
meneliti keterangan atau · laporan berkenaan 

. dengan tindak pidaria di bidang perpajakan .' 
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap car1 jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
'keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tiridak pidana perpajakan 
Daerah; 

c. rneminta keterangan dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan 
tindak pidana di bidangperpajakan Daerah; r . • 

! 

I 
., (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
• ayat (1) adalah: 

·(2}· Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah · yang diangkat oleh 
pejabat yang oerwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undaiigan. 
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B.\BXX 
KETENTUAN PJDANA 

Pasal 34 

(1) Wajib Pajak· yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan SPTPD atau · mengisi dengan tidal 
benar atau tidak lengkap atau melampirkar 
keterangan yang tidak ·· benar sehingga merugikar 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidans 
kurungan paling lama 1 (satu) t.ahun atau pidans 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yan.1 
tidak atau kurang dibayar. 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau 
dokumen yang dibawa; · 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
ti.ndak pidana perpajakan Daerah; 

1. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

. J. menghentikan penyidikan; dart/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pida.na di bidang 
perpajakan Daerah sesuai dengan . ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mernberitahukan dimulainya penyidikan dan 
rnenyampaikan haeil penyidikannya kepada Penuntu1 
Umum rnclalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 
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Pasal 36 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 

yang karena kealpaannya tidak .memenuhi kewajiban · 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (i) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000,00 (empatjuta rupiah) . 

(2} Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
yang dengan sengaja tidak mernenuhi kewajibannya 

...... atau seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajioan pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana, kurungan paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

. (2) Wajib · Pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

, .. .keterangan yang tid.ak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat _4}pidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua] tahun at.au pidana denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar . 

Pasal 35 
Tindak pidana. di bidang. _ perpajakan Daerah tidak ·· 
dituntut setelah melarnpaui jangka waktu . 5 (lima) 
tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya 
Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati . 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 
Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pernungutan Pajak Penerangan 
Jalan sepanjang belum diganti dan tidak 

. bertentangan dengan Peraturan Daerah irn 
dinyatakan tetap berlaku, - ·.· 

Pasal 38 

KETENTUAN PENUTUP 

· BAB XXI 

II 

i I Pasal 37 
I Oenda se bagaimana dimaksud d~a:iri Pasal 34, dan Pasal 
I 36 ayat 
I (1) dan ayat (2) merupakan penerirnaan negara. 
I 
!:"' 

i 
I 
u 
1· 
~ 
" ~ .. 
II 

i 

I 
5 
t 

' 

• 

'1"' 
'T-· ~-. . (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
, dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) hanya 
t. dilakukan atas pengaduan orang yang 

·j . kerahasiaannya dilanggar. 
!1 _ (4) Tu'ntutan pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut. kepentingan - pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. 
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Jors. H. LA ODE IMIN, MM 
i Pembina Utama adya, IV /d i NIP.19591231 19 103 1 059 

i 

LA ODE ALI AKBAR 

BUPATI BUTON TENGAH, 

fl 

Ditetapkan di Labungkari 
. . 

pada tanggal 21 Oktober 2016 

Pasal 39 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap . orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangn, Pearaturan Daerah mi 
dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah. 
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~i~ndangkan .di Labungkari 
Jada tanggal 21 Oktober 2016 
I • ~EKRETARIS DAERAH KABUPATEN, I . 
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PAJAK PENERA~GAN JALAN 

NO MOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KA.BUPATEN BUTON TENGAH 

PENJELI\SAN 

ATAS 

:fa-·····--------------- 'T 
l 
.j 

! 
1 
I 

i 
[

'UMUM 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
. g terutang olch · orang pribadi atau badan yang bersifat 
Iemaksa berdasarkan Undang-Undang; dengan tidak 
~endapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
tkeper~~an Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 
l 
f l · Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas 

.ilenggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupur 
itp~roleh dari surnber lain. . . 
J • l Paj~. Pen~rang~. Jalan pada dasarnya merupakar 
;ieban wajib pajak sehingga kegiatan pemungutannya haru: 
.~jaga agar memberikan beban yang adil, maka untul 
.;fektifitas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturai 
baerah. . ; · _,,' .. 
I 

J Sehubungan .dengan hal tersebut, perlu rnernberrtu' 
?eraturan Daerah te ntang Pajak Penerangan Jalan. 
I 
! 
i 
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Cukupjelas 

Ayat (1) 
Yang dirnaksud dengan "dilarang diborongkan" adala 
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak tida 
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang melipu 
kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutaru 
p~ngawasan penyetoran Pajak, danpenagihan Pajak. 
Ayat (2) 

£ i 

; 

' Jasal 8 
;, . . ! · Cukup jelas 
! 

iasal 9 

• 

I : ~ : r •- I ~!. pASAL DEMI PASAL 

-~asal 1 
:i l Cukup jelas 

tisal 2 ... • ~ Cukup jelas 

~asal 3 
4 

! Cukup jelas. 
j l 4 1asa I Cuku p j elas 

ta~al 5 
Cuku.p jelas. ! . 

. 1 i 6 rasa. 
! j , Cukup jelas 

.. 



Ayat (1) 

! Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
: Pasal 16 · 

J I 

j 
l 
iPasal 14 
l 
: Cukupjelas 
! Pasal 15 
! 

Cukupjelas 

~ i 
:Pasal 13 

Cukupjelas 

• ! Ayat (5) 

i Cukup jelas f . 
~ Pasal 10 
f - .Cukup jelas 
I 
: Pasal 11 
\ ! Cukup jelas 

.. f Pasal 12 
i 

Cukupjelas 

, Ayat (4) 

Ayat (3) 
j 
l · · ··{~ukupje1as . 
~ - 
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Cukupjelas 

Yang dimaksud dengan Putusan Banding adalah 
putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. putusan badan peradilan pajak atas banding 

_ terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan 
adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat 
ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajih · 
Pajak. 

1 - 
' j 

i,· 
. cukup jelas 

! A.yat (3) 
i _ Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembetulan 
r adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 

tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 
undangan perpajakan yang terdapat dalam surat 
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Pembctulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, 
Surat' Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 

f Keputusan Pembatalan .Ketetapan Pajak, Surat 
' 1 Keputusan Pengemoalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, 
I. - atau Surat Keputusan Pernbcrian !mbalan Bunga. 
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Cukupjelas 

J Pasal 27 
Cukup jelas 

I 

Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup' 

jelas Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

• Pasal 22. 
Cukup jelas 

.·· ... 
Pasal 23 

}asal 18 
, Cukup jelas 

fasal 19 
Cukup jelas 

l 

'Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

ipasal 17 
¥. 

Ayat (5) 



Cukupjelas j 

Culrup jelas 
i!asai 32 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 
Pasal 34 

Cukupjelas 
Pasal 35 

Ayat (2} 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah 
pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi 
yang diteta.pkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan 
dalam Peraturan Bupati. 

' 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 

i Cukup jelas 
Pasal 31 
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LEMBARAN DAERAH NOMOR: 8 (8/80/2016) 

fAMBAHAN LEM8ARA.1Y DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOM( 

Cukup jelas 

rasal 40 

1asal·36 
Cukup jelas 

tasal ~7 • 
1 _ Cukup jelas 
I 
I 
,1asal 38 

.,! ·· Cukup jelas 

Cukupjelas 


